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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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- Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
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Untuk Pembayaran Honorarium Narasumber Sub Kegiaten Diseminasi Jenis,
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WALI KOTA MARKASSAR
PROVINSI SULAWES] SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1994/188.4/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA S8UB KECHATAN DISEMINAS] JENIS,
PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : i bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan
kelancaran pelaksansan Kegiutan Rapat Koordinasi
Inovasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Diseminasi
Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang bersilat Inovatifl Tahun
Anggaran 2024, maka dipandang perlu membentuk
panitia pelaksana pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam hurufl & tersebut di atas, periu

menetapkan  Keputusan  Walik  Kota  tentang
Pembentukan  Panitin  Pelaksana Keglatan  Rapat
Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan
Diseminas: Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah vang bersifat
Inovatil pada Badan Penelitiin dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daecrah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran
Negarn Republik Indonesin Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencananan Pembangunan Nasional [Leéembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4421);




3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Indonesin Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Permnerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah ternkhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penectapan
Peraturan  Pemenntah Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

Peruturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Ducrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8, Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

10.

pembentukan  dan  susunan  perangkat  dacrah
(Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor
8} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Daecrah Nomor 8 Tahun 2016
tentang pembeniukan dan susunan perangkat daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomaor
B)

Peraturan Daecrah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor @ Tahun 2023 tentang Inovas:
Duerah (Beritn Daerah Kown Makassar Tahun 2023
Nomaor 9);




Menetapkan

KESATU

11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Duerah Kota MakassarTahun Anggaran 2024, (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA SUB KEGIATAN
DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANAGN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGOARAN 2024.

Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi
Inovasi dan Teknologs pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis,
Prosedur dan Metode Penyelenggaranan  Pemerininhan
Dacrah yang bersifar Inovatfl pada Badan Penclitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pengarah : Pj.Sekretarizs Daerah Kota
Mukassar.
b. Ketua : Kepala Badan Penclitian dan
Pengembangan Daerah Kota
Makossar

¢. Koordinator . | . Sekretans Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kota Makassar;

2, Kepala Bidang Pengembangan
Inovasi dan  Teknolog
Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kota
Makassar,

3. Kepala Bidang Penclitian dan
Pengembangan Pembangunan
Badan penelitian dan
pengembangan Daerah  Kota
Makassar;




4. Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah Kota
Makassar.

d. Anggota ¢ 1. 28 {dua puluh delapan) Orang

ASN,

2.4 (empat) Orang Non ASN,

e. Narasumber : 1.2 (dua) Orang Narasumber
{pejabat eselon 11/S2/vang di
setarakan),

KEDUA i Tugas dan tanggung jawab Panitia pelaksana kegiatan
schagnimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing
adalah scbagai berikun;

a. Pengarsh memiliki tugas dan anggung jawab menerima
laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Inovasi dan
Teknolog pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur
dan Metode Penvelenggaraan Pemerintnhan Daerah
yang bersifat Inovatil pada Badan Penelitisn dan
Pengembangan Dacrah Kotn Makassar Tahun Anggaran
2024,

b. Ketua bertugas dan bertanggung jawab terhadap
pelaksanann kegiatan dan administrasi  persuratan
serta  persiapan  penyclenggarsan  kegiatan  Rapat
Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Melode
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah vang bersifat
Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kots Makassar Tahun Anggaran 2024,

¢. Koordinator memiliki tugas  dan tanggung jawab
mengatur pelaksanaan tugas masing-masing anggota
Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada
sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyvelenggaraan Pemerintah Daerah  yang bersifat
Inovatll pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar Tahun 2024,

d. Anggota bertugas melaksanakan berbagai tugas teknis
terkait Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi
pada sub Kegmtan Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaraan Pemenntah Daerah  yang
bersifat  Inovatil pada Badan Penelitan dan
Pengembangan Daernh Kota Makassar Tahun 2024




e, MNarasumber bertugas dan bertanggung jawab
memberikan pemahaman melalui  pemaparan materi
dan informasi sesusi dengan tema pada Kegiatan Rapat
Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegatan
Diserminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  yang bersifat
Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar Tahun 2024,

KETIGA . Panitia pelaksana kegimtan sebagmimana dimaksud
Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Anggota Panitia : Rp300.000,00/Orang/ Kegiatan.
b. Narasumber . Rp1.000.000,00/ Orang/Jam [ Kegintan,

KEEMPAT . Segala bimya yang timbul schubungan dengan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Dacrah Kota Makassar melalui
Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan
Pengembangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

KELIMA - Ketentuan teknis vang berkaitan dengan pelaksanaan
Keputusan ini di atur dan dipertanggungiawablan lebih
lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar,

KEENAM - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Temimismn.:

I Ketua DPRD Kota Makassar di Makansar,

2 inspekiur Dacrah Kota Makassar di Mukassar.

3 Kepala BPFKAD Kota Malassar i Makassar,

4. Kepala Badan Perencansan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makasuar,
K hphﬂ.:hn?mnﬂthndnﬂ?mmhnﬂnﬂlmhﬂmmdim.
& Kepala Baginn Hukum Setda. Kota Makassar d Makossar

7. Masing-masing yang bersanghutan untuk diketahui.




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Jalan Jenderal Achmad Yanl No. 2 Makissar %0111

KEPUTUBAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR
Nomor : 070.-03% f‘ﬁﬁf'ﬁ?{‘u’lﬂ J/20a0

TENTARNG

PENUNJUKAN NARABUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAARN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF
(RAPAT KOORDINABI INOVASI DAN TEKNOLOGL 1 )

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatifl (Rapat Koordinasi
Inovasi dan Teknologi [) Tahun 2024, diperlukan adanya
dukungan dan peran serta tenaga ahli yang berkualitas dan
berpengalaman di bidang ilmu tertentu sebagai narasumber
pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hural a
tersebut diatas, maka periu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan Peneclitian dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesl (Lembaran Negara Republk
Indonesin Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4700);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494];




6.

=

8.

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Regara Republik
Indenesia Nomor 5601);

Peraturan Pemenntah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Dacrah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Sclatan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan
Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam
Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

10. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentlang

11.

12.

13,

14.

Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daernh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Permturan bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik
Indonesia dan Menternn Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
03 Tabhun 2012, Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan
Sistem Inovasi Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 484);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daecrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20135 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD] Kota
Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2014 Nomor 5) sebagnimana telah diubah terakhir
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 4);

15. Pernturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola Makassar
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);



16. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor
6), ditetapkan di Makassar tanggal 28 Desember 2023,

17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Dacrah Kota Makassar
Tahun 2023 Nomor 93] ditetapkan di Makassar tanggal 29
Desember 2023.

18. Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomaor
1994/ 188,4 /TAHUN 2024, tanggal 02 Juli 2024 tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi
Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN
DISEMINASI JENIS, PROBSEDUR DAN METODE
PFENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
BERSIFAT INOVATIF (RAPAT HKOORDINAS]I INOVASI DAN
TEKNOLOGI) TAHUN 2024,

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan
Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah vyang Bersifat |novatif
(Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi 1) Tahun 2024 dengan
sebagai benikut;

1. Nirman Niswan Mungkasa, 8T., M.AP [Narasumber|
2. Dr. Muhammad Amri Akbar, SP., M.5{ (Narasumber|

KEDUA . Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas menyampalkan materi dan memberikan saran serta
masukan dalam Peluksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasd
dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif (Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi [) Tahun 2024,

KETIGA : Kepada Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU diberi  honorarium sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai
berikut:

- Narasumber 1 sebesar Rp.1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu
Juta Rupiah];

Narasumber 2 sebesar Rp. 1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu
Juta Ruplah);




KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan pada APBD Perubahan Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang
berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih Ianjut
dengan Keputusan Kepala BALITBANGDA Kota Makassar.

Ditetapkan di :Makassar
Pada tanggal ¢ 13 Agustus 2024

Tembusan : Tth.
. Inspekiur Kota Makessar df Makagsas ;
2. Kepala Badan Pengeloln Keuangan dan Asset Kota Makassar & Makasauar ;
3. Masing-msaing vang bersanghutan ;
4. Pertnggl,




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
u Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

SURAT PERINTAH
Nomor: DT0-08 /\ba /&P W /2084

Kepala Badan Penslitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Dari
Dasar 1. Persluran Daerah Kola Makassar Nomor 6 Tabun 2023 Tenlang

Anpgaran Pendapatan Dan Bslanja Daerah Kol Makassar Tahun
Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kola Makassar Tahun 2023 Nomor
§) Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2023,

2 Persturan Wali Kota Maekassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Befanja Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 94) Ditetapkan Tanggal 28 Desamber 2023,

Sshubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dengan ini ;

MEMERINTAHKAN
Kepada : Yang tersebut namanya di bawah ini ;

1. NIRMAN NISWAN MUNGHASA, 5T, MAP
2 Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si

Untuk : 1. Sebags Narasumber Kegiatan Pengembangan inovasi dan Teknologi,

Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Yang Bersitat Inovatll (Rapat Koordinasi Inovasi dan
Teknologi 1) pada Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar Tahun 2024, tanggal 15 Agustus Tahun 2024;

2. Gegala blaya yang tmbul sehubungan dengan Surat Penntah ini
dibebankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024

3. Sural Perintah ini mulai berlaku sejak tanggel dikeluarkannya.

Demikian Surat Perintah ini diksluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rass
tanggung jawab).

Dikgluarkan di - Makassar
Patrdgqggal | 13 Agustus 2024




